BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagal kesimpulan dapat dikemukakan :

a. Bahwa pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda

terhadap anak sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia No. M.01-HL.03.01 di Provinsi Bali.

b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemberian status kewarganegaraan ganda terhadap anak

menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan

Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 di Provins

Bali adalah :

Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun
2006 kepada masyarakat khususnya kepada
komunitas atau pelaku- pelaku perkawinan campuran
sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui
Syarat-syarat ~ atau prosedur-prosedur untuk
mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik
Indonesia bagi mereka yang mempunyai anak dari

hasil perkawinan campuran.
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- kendala lain yang sering terjadi dilapangan adalah
banyak masyarakat yang masih mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama
( Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ) yang tidak
dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang No 62
Tahun 1958 sudah digunakan kurang lebih 50 (lima
puluh tahun) sehingga masyarakat masih menerapkan
Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama.

c. Upayaupaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam
pel aksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda adalah
mengadakan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat
khususnya komunitas atau pelaku-pelaku perkawinan
campuran yang dilakukan dengan cara memberikan
penjelasan-penjelasan, prosedur-prosedur serta syarat-syarat

untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
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2. Saran

Sebagal saran dapat dikemukakan bahwa ::

1. Kepada pemerintah khususnya kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asas Manusia Provinsi Bali untuk lebih
meningkatkan sosialisas secara terpadu mengenai Undang-
Undang No. 12 Tahun 2006 agar masyarakat |ebih mengenal
dan mengerti tentang Undang-Undang No 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru,
khususnya sosidlisass mengenai  pemberian  status
kewarganegaraan ganda dan tata cara memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik diantara instansi
terkait agar pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan
ganda dapat dilaksanakan dengan balk sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksananya.
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PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR

BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
JALAN WR. SUPRATMAN TOHPATI TELP.465002 DENPASAR

Nomor : 070/ 183/BKPL
Lampiran ‘- Kepada
Perihal : jin Rekomendasi. Yth : Kepala kantor Imigrasi Kota Denpasar

di-
Denpasar

Berdasarkan Surat permohonan dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali
Nomor : 070/2907/BID.II/KBPPM, tanggal 30 Maret 2010 perihal : Ijin Rekomendasi dan
setelah mempelajari maksud dan tujuan surat permohonan dimaksud, maka kami dapat
memberikan [jin Rekomendasi mengadakan Penelitian kepada :

Nama : I Nyoman Arnitha Sueka Putra

Pekerjaan :  Mahasiswa

Alamat :Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta

Bidang/Judul . “Pelaksanaan pemberian Status kewarganegaraan Ganda

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 jo
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali”.

Lokasi :  di- Alamat tersebut diatas.
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
Lamanya : 3 (Tiga) bulan ( 25 Maret s/d 25 Juni Mei 2010 ).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala
Instansi bersangkutan

2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Badan Kesbang Pol dan
Linmas Kota Denpasar

3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota
Denpasar (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar)

4. Dilarang melakukan kegitan diluar daripada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan
pelanggaran terhadap ketentuan diatas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala
kegiatannya

5. Para peneliti,Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati
ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

x.:»leeluarkan di : Denpasar
(ada tanggal-: 1 April 2010

KeR wa Bagla ol renoanaan Data dan Informasi
;»: e /A‘ A6V

Made -Art ha Widiani.S Sos
NIP. 19611\9\18 198203 2 008

Tembusan disampaikan :
1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip




2\ PEMERINTAH PROVINSI BALI
5 @ BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
s Jin. DI. Panjaitan No.6 telp. (0361) 245395. Fax. (0361) 245397
DENPASAR 80235

Nomor : 070497/BID II/KBPPM Kepada :
Lamp : - ‘ Yth.-Kepala Kanwil Dep. Hukum&HAM
Hal : jin Rekomendasi Prov Bali

-Walikota Denpasar
Up.Ka Badan Kesbang Pol Linmas
di-

Tempat

Dasar :

1.Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Nomor : 070
1800/V/2010, Tanggal 25 Maret 2010, Hal: [jin Penelitian.

2.Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KKN
Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi
Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin.kepada :

Nama : Nyoman Arnitha Sueka Putra

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : J.Mrican Baru 28 Yogyakarta

Bidang/Judul : “Pelaksanaan Pemberian Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali
Lokasi : --Kawil Dep. Hukum dan HAM Prov.Bali
- Kantor Imigrasi Kota Denpasar
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan (25 Maret s/d 25 Juni 2010 )
3.Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau
pejabat yang ditunjuk.

b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud,
apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ Ijin dan menghentikan segala
kegiatannya.

C. Mentaati sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat
setempat.

d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ [jin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan
belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.

e. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Kepala Badan
Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali.

Denpasar, 30 Maret 2010
a.n Gubernur Bali
Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/1800/\V/2010 Yogyakarta, 25 Maret 2010
Hal :ljin Penelitian

Kepada Yth.
Gubenur Provinsi Bali
Cq. Bakesbanglinmas

di.
Denpasar
Menunjuk surat
Dari . Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor . 0191V
Tanggal : 23 Maret 2010
Perihal : ljin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat
keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama . NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA

NIM . 09181/H

Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul Penelitian . PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 JO PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HL.03.01 DI

PROVINSI BALI
Lokasi . Provinsi Bali
Waktu . 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal, 25 Maret s/d 25 Juni 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum
An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth. Ub.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan); Kepala Birg-Adiministrasi Pembangunan
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 7 SN
Yogyakarta.
3. Yang bersangkutan.

“NIP..19660403 198209 1 001

T T



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI
KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR
JL. DI. PANJAITAN RENON TELP. 227828 FAX 244340
E-Mail :kanim_denpasar @ yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : W16.FDP.GR.01.10-1.1374

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N ama : HATOMI, SH

NIP : 19561030 198103 1 002

Pangkat : Pembina I[V/a

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
menerangkan bahwa

Nama : NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA
Nomor Mahasiswa : 09181 /H

Fakultas . Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melakukan riset/penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar,
terhitung mulai tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010,

dalam rangka menyusun tugas akhir skripsi dengan judul :

« PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN
GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
JO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.01-HL.03.01 DI PROVINSI BALI”

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 April 2010.
y Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar,

ATOM LSH
NIP : 19561030 198103 1 002




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

JI. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Denpasar, 14 April 2010.

Nomor : W16.HM.03.04- S0
Tampiran : -

~ Perihal . Ljin Penelitian i .
Kepada Yth.

Kepala Divisi Pelayanan ITukum dan IIAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat, Nomor: 070/2907/BID TI/KBPPM tanggal 30 Maret 2010, perihal sama seperti

pokok surat (copy terlampir), dengan ini kami memberikan ijin kepada :

_» Nama : NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA
Pekerjaan  : Mahasiswa
Alamat : JI. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali selama 3 (tiga) bulan (Maret s/d Juni 2010)
dengan catatan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan agar memenuhi segala peraturan yang berlaku.

2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Propinsi Bali melalui Kepala Bagian Penyusunan Program dan
T.aporan sebanyak 1 (satu) buah.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

ANTONG, SH.MM.
#4203 198103 1 001

Tembusan,disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
(3@ Mahasiswa bersan gkutan.
4. Pertingsal.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA ;
BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPERCLEH KEMBALI
-KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: baliwa untuk melsksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Repubiik Indonesia, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara .
Pendaftaran  untuk  Memperoleh Kewarganegaragn Republik  [ndonesia
Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia;

L
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4634);

Mengingat{'
2 Peraturan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Ma03-PR.OZ.10
" Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen an\m dan Hak

Asasi Ma’umﬁ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA.
"BABI
KETENTUAN UMUM

“Pasal

Dalam Peraturan Menteri ini yang dunakqud dsngan

1. Anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Wndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganeparaan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republilc
Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 63,
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2. Pemohon adslah Warga Negara Indonesia yang tinggal di fvar negeri dan kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelurn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke Perwakilan
Republik Indonesia. .

3. Perwekilan Republik Indonesia adaizm Kedutzan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal
Republik Indonesta, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indogesia.

4, Pgjabat yang dimnjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Repubitk
Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor leayah Departeren Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

BAB I
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI ANAK UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Anak yang dapat mendaftarken dirf untuk memperoleh Kewarganeparaan Republik Indonesia adalah :

a. Ansk yang Iahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu
warga negara asing;

b. Anak yang lahir dasi perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing das ibu Warga
Negara Indonesia;

¢. Anak yang lahir di nar perkawinan yang sah darl seorang ibu warga negara asing yang diakui
oleh seorang ayah Warga Negara Indopesia sebagal ansknya dan pengskuan itw dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

d. Anak yang dilahirkan di fvar wilaysh negera Republik Indonesia dari seorang ayalh dan jbu
Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepads ansk yang bersangkutan;

e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18
(delapan belas) tshun dan belum kawin dikui secara sab oleh ayzhnya yang
berkewarganegaraan asing; dan

f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (Iima) tahun diangkat secara sab sebagai
anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 3

(1) Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang twa atsu walinya dengen
mergajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.

£2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pads ayat (1) bagi anak scbagaimana dimaksud
dalem Passl 2 yang berfernpat tinggal di w:layah negara Republik Indonesia diajukan kepada
Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

(3} Permohonan pendafiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 2 yang beriempat tinggal di luar wilayah negara Repeblik Indonesia disjuken kepada
Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya melipmti tempat
tinggal anak.

(4) Dzlam hal i pegara tempat tinggal anak sebapaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat
Perwakilan Republik Tndonesia, maka permohoman pendaftaran dilakukan melalui Kepala
Perwakilan Republik Indonesia terdelcat,

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seknran g-kurangnya memuat :
a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang fna atau wali anak;
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggs! lahir, status perkawinan anak serta hubungan
hukum kekeluargaan anak dengan orang fva; dan .



d. kewarganegaraan anak.
(2 Pexmahman pendafiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
. fotokopi kutipan alde kelahiran anak vang disahkan cleh pejabat yang berwenang atau
Perwakilan Republik Indonesia;

b. surat pernyataan dari orang tus atan weli bahwe anak belum kawin;

¢, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor oreng fua apak yang masth berlaku yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesta; dan

4. pas foto ansk terbarn berwarna ckuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

(3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

2. bagi anek yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte
perkawinan/bukn  nmkah atau  kutipan akte perceralan/surat  talak/perceraian  atau
keterangan/kutipan akte kematian salah scorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang atan Perwakilan Republik Indonesia;

b. bagi anak yang diakni atau yang diangkat harus melampirkan fotokopl kutipan akfe pengaknan
atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan amak yang disabkan oleh pejabat yang
berwenang atau Perwakilen Republik Indonesia;

c. bagi anak yang sudah bemnsia 17 tahun dan berfempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia harus melampirkan fotokoept kartu tanda penduduk warga negara asing yang disabkan
oleh pejabat yang berwenang; dan

d. hagi anak yang behum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat finggal di wilayah
negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahtkan oleh
peinbat yang berwenang.

{4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnggunakan bentok formulir
" scbagaimana tercantum datam lampiran 1 Peraturan Menteri ini.

Pasal S

(1) Peinbat atay Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan peadaflaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonan pendafiaran diterima.

(2) Dalawn hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 befum lengkap, Pejabat
atau Kepala Perwalilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang
tua atmy wali anak yang mengajukan permohonan pendafiaran dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonsu pendaftaran diterima nntuk dilengkepi. -

(3} Dalem hal permohonan pendaftaran telah dinyataken lengkap Pejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasel 4 kepada
Menteri dafam waktu paling Jambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
pendaftaran diterima.

(4) Péngembalian permolionan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian
permohonan pendafiaran kepada Menteri sebagaimana dimsksud pada ayat (3) menggunakan
bentuk formulir schagaimana tercantum dalam lampiran I dan 1 Peraturan Menteri ini.

Pasal &

(1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 {(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesta.

(2) Dalam hat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum [engkap, Menteri
mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permchonan pendaftaran dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohenan pendafiaran
diterima untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menterl menetapkan keputusan
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (figa puluh) hari
kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia, s
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Pasal 7

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasel 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan
a. angkap pertama diberikan kepada crang tus atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan
Republik Indonesia; !

b. rangkap kedua dikivimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip;
dan

c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf 2 dan hurof b disampaikan kepada
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak fanggal Keputusan Menter! ditetapkan.

(3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaiken Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksed pada ayat (1) huref a kepada orang tua atay wali anak yang memohon pendaflaran paling
iambat 14 (empat belas) hari kexja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima.

Pasat 8

{1) Pezmohanan pendaftaran anak sebagaimana dimaksug dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila
telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat
pada tanggal 1 Agustus 2010,

(2) Dalam hal permohonan pendafiaran apak sebagaimana dimaksed dalam Pasal 2 diajukan secara
lengkap kepada Pejabat atan Perwazkilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses
apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling Jambat tanggal | Agustus 2010

BABHI
TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Warga Negara Tadonesia yang bertempat tinggal di tuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(tima) fahun staw lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indenesia den ftelah
kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang  Kewargancgaraan Republik  Indopesia diundengkan dapat memperoleh  kemball
kewarpanegamannya dengan mendaftarkan diri di Perwakifan Republik Indonesia dalam waktn paling
Jambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indongsia diundangkan sepanjang tidak mengakibatican kewarganegardan panda.

Pasal 10

(1) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajulken oleh Pemohon dengan mengajukan
permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepad
Perwalkilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal Pemohion.

(2) Permohonen pendafiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mernuat :

nama lengkap, alamat tempat tinggal Pemachon;

b. tempat dan tanggal labir serta status kewarganegarean Pemohon;

¢. pekerjaan Pemohomn

d. jenis kelamin Pemohon,

e

i

=

. stamns perkawinan Pemohon;

nama isteri/suami Pemohon; dan

g. nama anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan beium kawia.

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayet (1) hatus difampiri dengan :

4. fotokopi kutipan alde kelahiran, surat keng! labir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan
tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesiz;

b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang berdifat paspor, ataui surat-surat lain yang
disahkan olch Perwskilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan behwa Pemohon pernah
menjadi Warga Negara Indonesia;
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c. folokop! kutipan akie perkawinan/buks nikah atau kutipan akte perceraian/surat talal/perceraian
atau kutipan skte kematian isteri/snami Pemohon yang disabkan oleh Perwekilan Republik
Indonesia bagl Pemohon yang tefah kawia atan cerai;

d. forokopi kutipan ake kelahiran analk Pemohon yang belum berusia {8 {delapan belas) tahun dan
belum kawin yang disabkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;

& pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiz Tahun 1945 dan akan
membelanya dengan sunggub-sungguh serla akan menjalankan kewajiban yang dibebankan
negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; -

f pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan
asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. daftar fwayat hidup Pemohon; dan

h  pasfoto Pemohon terbaru berwarna ulouran 4X§ cm ssbanyak 6 (enam) lembar.

(4) Permohonan pendaftaran sebagsimana dimaksud pada ayal (1) menggunakan bentuk formutir
sebagaimana tercantur delam lampiran TV Peraturan Menteri inl.

(5) Pernyatzan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf e dan huruf f menggunakan bentuk formulir
sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

{1) Kepnla Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendafiaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

(2) Datam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap, Kepala
Perwaldlan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendafiaran kepada Pemohon dalem
walkty paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tethitung sejek tanggal permokonan pendafiavan
diterima untuk difengkapi.

{3) Dalam hal permohonan pendaftaran telgh dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik
Tndonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada
Mentesi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
pendafiaran diterima.

(4) Pengermbalian permohionan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian
permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3} menggunakan
bentk formulir sebagaimana tercantum datam fampiran VIT dan VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Menteri memeriksa kelengkapan pernyataan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam
wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari
Perwakilan Republik Indonesia.

{2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) belum lengkap,
Menteri mengembalikan permohonsm pendaftaran kepada Perwakilan Republik Indonesia yang
menyampaikan permohonan pendaftaran datam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal permchonan pendafiaan diterima untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan
memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (liga
puhub) hari kerja terbitang sejak permohonan pendaftaran diterima deri Perwakilen Republik
Indonesia,

Pasal [3

(1) Kepwiusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {3) dibuat dalam rangkap 3 {tiga) dengan
ketentuan :
a. ranglap pertama disampaikan kepada Pemohon melali Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
b. rangkap keduz dikirimkan kepada Kepala Perwaldlan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.

(2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan képada Pemohon Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dalam waktu paling lambat 14 {empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri.
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(3 Pembezitabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pemberitahoan tentang
kewajiban Pemohon unmtuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen ataw surat-surat
keimigragian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam wakte paling
Iambat 14 (empat befas) hari kerja terhitung scjak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon.

(4) Keputusan scbagaimang dinreksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala Perwakilan
Repubifkc Indonesia kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian
dolumen atan surat-surat keimigrasian negasa asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

(5) Kepsla Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan
Menteri sehagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam wakin peling lambat 14 {empat belat) hard
kerja terhitung seiak tangga!l penyerahan Keputusan Menteri kepada Pemohon.

Pasal 14

Menter mengumumkan paroa orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud datam Pasal 12 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Pasal 15

{1) Permohonan pendaftaran sebagaimena dimaksud dalamn Pasal § hanya dapat diproses apabifa telah
diajukan secara lengkap kepada Kepala Peywakilan Republik Indonesia paling Jambat pada tanggal
1 Agustus 2009. '

(2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 9 diajukan secara lengkap
kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanys dapat diproses apabila sternpel
pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2009,

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dalar rangka kelancaran, keterthan den kecermatan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri
membentuk dan menugaskan Tim Kega sesual kebutuhan,

Pasat 17
Pesatwran Menteri ini rulad berlaky pada tanggal ditetapkan,

Ditefepken di Jokara ;) v
dn langgal CRASIOLT
o R0 lange

e,




